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M. Mustaghfiri Izzi S, (2019):  Dispensasi Camat Atas Nama Walikota 
Tentang Pemberitahuan Perkawinan 
Menurut PP No. 9 Tahun 1975 (Studi 
Kasus di Kota Dumai). 
 
Pelaksanaan dispensasi Camat atas nama Walikota tentang pemberitahuan 
perkawinan menurut PP. No. 9 Tahun 1975 saat ini tidak sesuai dengan regulasi 
hukum yang tertera. Pemberian dispensasi camat di sini tidak dikarenakan alasan 
penting keluar negri, melainkan banyak alasan-alasan yang bersifat tidak darurat, 
di samping itu juga terdapat alasan seperti kepercayaan masyarakat setempat, dll. 
Maka permasalahannya di sini adalah bagaimana pelaksanaan dispensasi Camat 
atas nama Walikota tentang pemberitahuan perkawinan oleh pihak Kecamatan 
Sungai Sembilan Kota Dumai dan bagaimana tinjauan menurut PP. No. 9 Tahun 
1975 terhadap pelaksanaan dispensasi ini oleh masyarakat Kecamatan Sungai 
Sembilan Kota Dumai.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Dispensasi 
Camat oleh pihak kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dan tinjauan PP. No. 9 
Tahun 1975 terhadap pelaksanaan dispensasi Camat atas nama Walikota tentang 
pemberitahuan perkawinan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan 
(field research), dengan menggunakan metode deduktif, induktif, deskriptif. 
Sebagai data primer dan data sekundernya diambil langsung dari sumbernya, baik 
melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak 
resmi yang kemudian diolah oleh peneliti dan buku-buku yang ada kaitannya 
dengan masalah tersebut. Dengan menggunakan teknik total sampling. 
Hasil penelitian ini adalah bahwa disepensasi Camat atas nama Walikota 
bersifat formalitas. Karena ingin mempercepat perkawinan sesuai permintaan 
pengantin. Sehingga sekian banyak data dispensasi Camat atas nama Walikota 
yang telah ada membuktikan bahwa tidak ada satu pun alasan dispensasi ini untuk 
alasan penting keluar negeri. Dalam pelaksanaanya berbeda dengan regulasi 
hukum yang seharusnya. Kemudian bukan hanya persoalan alasan dispensasi saja 
yang tidak sesuai dengan peraturan, namun dari segi penandatanganan surat 
dispensasi di sini bukan Camat atas nama Walikota. Disaat Camat sibuk, dapat 
terjadi perlimpahan wewenang kepada Sekretaris Camat atas nama Camat. Maka 







 Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat serta keberkahan-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan  
skripsi ini yang berjudul “DISPENSASI CAMAT ATAS NAMA WALIKOTA 
TENTANG PEMBERITAHUAN PERKAWINAN MENURUT PP NO. 9 
TAHUN 1975 (Studi Kasus di Kecamatan Kota Dumai)”.  
 Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk baginda Nabi 
Muhammad SAW yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa 
ummatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang 
penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana kita rasakan 
sekarang ini. 
Dengan penuh rasa syukur, pada kesempatan ini penulis ucapkan 
terimakasih  kepada: 
1. Ibunda tercinta Nurlela, ayahanda tercinta Sudarmanto dan saudara-
saudara saya Muhammad Fadlilisyakur, Sonia Aufa beserta seluruh 
keluarga saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah 
memberikan bantuan moral maupun moril serta selalu memberikan 
semangat restu dan do‟a dalam penyelesaian skripsi ini. 
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.A, selaku Rektor UIN 
Suska Riau dan wakil Rektor 1, 2, dan 3 yang mempunyai andil besar 
dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis. 
 
iii 
3. Bapak Dr. Hajar Hasan M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari‟ah dan 
Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau 
4. Bapak Dr. Heri Sunandar M.CL selaku wakil dekan I, Bapak Dr. Wahidin, 
M. Ag selaku wakil dekan II, dan Bapak Dr. H.  Maghfirah, MA selaku 
wakil dekan III beserta seluruh civitas Akademik Fakultas Syariah dan 
Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Bapak H. Akmal Abdul Munir Lc., MA Selaku Ketua Jurusan Hukum 
Keluarga beserta Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag Selaku sekretaris 
Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu 
pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus UIN Suska 
Riau. 
6. Bapak Dr. Hajar Hasan M. Ag yang telah membimbing penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini  sehingga bisa diselesaikan sesuai dengan yang 
diharapkan. 
7. Bapak Dr. Zainal Arifin M.A selaku Pembimbing Akademik yang 
senantiasa membimbing penulis dalam proses perkuliahan. 
8. Camat Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, Bapak Tanwir Azhar, 
S.sos beserta jajarannya yang telah meluangkan waktunya dalam 
kelancaran penelitian penulis.  
9. Bapak kepala perpustakaan Al-Jami‟ah UIN Suska Riau beserta 




10. Bapak dosen, Ibu dosen, Saudara/I, kerabat dan teman-teman seperjuangan 
Hukum Keluarga angkatan 2015 yang telah menemani selama lebih 
kurang empat tahun, serta pihak yang memberikan jasa dan bantuan baik 
dalam bentuk moril maupun materil.  
Terima kasih untuk waktu, dukungan, semangat,, dan motivasi yang 
diberikan sehingga dapat menambah kekuatan di saat penulis mulai gundah. 
Akhirnya atas jasa dan bantuan semua pihak, penulis aturkan do‟a semoga Allah 
SWT membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadi amal jariyah 
yang tidak pernah surut mengalir pahalanya. Mudah-mudahan skripsi ini 
bermanfaat bagi penulis dan semua pihak. Aamiin.  
 
 















ABSTRAK .................................................................................................  i 
KATA PENGANTAR ...............................................................................   ii 
DAFTAR ISI ..............................................................................................  v 
DAFTAR TABEL .....................................................................................  vii 
BAB I      PENDAHULUAN ...................................................................  1 
A. Latar Belakang Masalah ....................................................  1 
B. Batasan Masalah................................................................  7 
C. Rumusan Masalah .............................................................  7 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ......................................  7 
E. Metode Penelitian..............................................................  8 
F. Sistematika Penulisan........................................................  11 
 
BAB II  GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI 
PENELITIAN .........................................................................  13 
A. Geografis dan Demografis ................................................  13 
B. Ekonomi dan Mata Pencaharian .......................................  15 
C. Pendidikan  ........................................................................  18 
D. Keagamaan  .......................................................................  19 
 
BAB III   KETENTUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN  ........  21 
A. Pengertian Pernikahan  ....................................................  21 
1. Menurut Bahasa (etimologi)  .....................................  21 
2. Menurut Istilah (terminologi)  ...................................  22 
3. Landasan Hukum Perkawinan  ..................................  23 
4. Hukum Perkawian  .....................................................  26 
5. Tujuan Perkawinan  ...................................................  27 




BAB IV  DISPENSASI CAMAT ATAS NAMA WALIKOTA 
TENTANG PEMBERITAHUAN PERKAWINAN 
MEURUT PP NO. 9 TAHUN 1975 (Studi Kasus di 
Kecamatan Kota Dumai)  ......................................................  35 
A. Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Camat atas Nama 
Walikota tentang pemberitahuan perkawinan di 
Kecamatam Sungai Sembilan  ..........................................  35 
B. Tinjauan PP Nomor 9 Tahun 1975 atas nama Walikota 
tentang pemberitahuan perkawinan ..................................  42 
C. Alasan yang menyebabkan Camat memberikan 
dispensasi atas nama Walikota tentang pemberitahuan 
perkawinan  .......................................................................  58 
 
BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN ..............................................  54 
A. Kesimpulan .......................................................................  54 










Tabel. 2.1  Jumlah penduduk menurut jenis kelamin  .............................  14 
Tabel. 2.2  Jumlah penduduk menurut kewarganegaraan ........................   15 
Tabel. 2.3  Data jumlah rumah tangga   ...........................................  15 
Tabel. 2.4  Jumlah ternak menurut jenisnya  ...........................................  16 
Tabel. 2.5  Jumlah ternak kambing, domba dan babi  .............................  17 
Tabel. 2.6  Jumlah ternak unggas menurut jenisnya  ...............................  17 
Tabel. 2.7  Jumlah usaha industri besar  ..................................................  17 
Tabel. 2.8  Jumlah rumah ibadah di Kecamatan Sungai Sembilan  .........  20 
Tabel 4.1.   Banyaknya calon pengantin yang  menggunakan dispensasi 









A. Latar Belakang Masalah 
Nikah secara syar‟i adalah akad yang membolehkan hubungan intim 
dengan menggunakan kata „menikahkan‟, atau „mengawinkan‟, atau terjemah 
keduanya. Masyarakat Arab menggunakan kata nikah untuk merujuk makna 
“akad” dan “hubungan intim” sekaligus. Namun, jika orang Arab 
mengucapkan, " نََكَح فاُلٌَن فاََلنَةَ أَْو بِْنَت فُلاَلٍن أَْوأُْختَهُ "   nakaha fulanun fulanata aw 
binta fulanin aw ukhtahu (Fulan menikahi fulanah atau putri fulan atau saudar 
perempuannya)” maka yang dimaksud ialah Dia mengawini fulanah dan 
mengikat akad dengannya. Sementara itu jika orang Arab mengatakan, 
nakaha zawjatahu a imra‟ atahu (Dia “menikahi” isterinya), tidak lain yang 
dimaksud adalah berhubungan intim dengan isteri tersebut.  
Pendapat syafi‟iyah yang paling shahih mengenai pengertian nikah 
secara syar‟i adalah bahwa kata itu dari sisi denotatif bermakna „akad‟, 
sedang dari konotatif bermakna “berhubungan intim”, sebagaimana 
disinggung al-Qur‟an maupun as-Sunnah. Kata “nikah” dalam firman Allah 
SWT., “Sebelum dia menikah suami yang lain,”(QS. al-Baqarah [2]: 230) 
maksudnya adalah “akad”. Sedangkan makna „hubungan intim‟ diambil dari 
hadits al-Bukhari dan Muslim, “...sebelum engkau  mengecap „madunya‟.”
1
 
 Dalam at-Tanzil al-Hikam, perkawinan disebutkan dalam dua landasan 
pokok. Pertama adalah hubungan seksual (mihwar al-alaqah „al-jinsiyyah) 
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seperti dalam firman Allah: “..dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, 
kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka 
sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang 
dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas” (Qs.al-
Mu‟minun [23]: 5-7). Kedua adalah landasan hubugan kemanusiaan dan 
bermasyarakat (mihwar al-„alaqah al-insaniyah al-ijtima‟iyyah), seperti 
dalam firman-Nya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dadri jenis 
kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak 
dan cucu-cucu” (Qs.an-Nahl [16]: 72).
2
 Kemudian Allah SWT juga 
berfirman dalam QS. An-Nisa ayat1 : 
                     
                             
           
Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu 
dari diri yang satu. Dia menciptakan dari diri itu pasangannya, dan dari 
keduanya Dia mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, 
Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan-Nya kamu saling meminta serta 





Allah Ta‟ala menyuruh makhluk-Nya agar bertakwa kepada-Nya, yaitu 
beribadah kepada-Nya. Dia juga mengingatkan mereka terhadap kekuasaan-
Nya yang dengan kekuasaan itulah Dia menciptakan mereka dari diri yang 
satu, yaitu Adam a.s. “Dan Dia menciptakan mereka dari diri itu 
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Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, (Yogyakarta, eLSAQ 
Press, 2010), cet.6, h. 436  
3
Departemen  Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟anulkarim Terjemah Per-Kata, 




pasangannya,” yaitu Hawa a.s. yang diciptakan dari tulang rusuk Adam 
bagian belakang yang sebelah kiri ketika dia sedang tidur. Kemudian Adam 
bangun dan dikejutkan oleh keberadaan Hawa. Keduanya pun saling tertarik.  
Firman Allah, “Dan Dia mengembangbiakkan laki-laki dan perempuang 
yang banyak.” Yakni, Allah memperbanyak dari Adam dan Hawa laki-laki 
dan perempuan yang banyak. Dia menyebarkan mereka di berbagai wilayah 
dunia selaras perbedaan ras, sifat, warna kulit, dan bahasanya. Setelah itu, 
mereka semua dikembalikan dan dikumpulkan kepada-Nya. Kemudian Allah 
ta‟ala berfirman, “Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan-Nya kamu 
saling meminta serta peliharalah silaturahmi.” Yakni, bertakwalah kepada 
Allah  Swt. dengan cara menaati-Nya Adh-Dhahak berkata, “dan bertakwalah 
kepada Allah Swt. yang dengan nama-Nya kamu mengadakan akad dan 
perjanjian; dan peliharalah hubungan silaturahmi, jangan sampai kamu 
putuskan, namun berbuat baiklah kepada mereka dan sambungkanlah tali 
silaturahmi. “Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kamu,” yakni Dia 
Mengawasi segala tingkah lakumu dan amalmu. Allah Ta‟ala berfirman, 
“Allah Maha Menyaksikan terhadap segala sesuatu.”
4
 
Perkawinan merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan 
hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan 
kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang 
yang diridhai Allah Swt.
5
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Dalam Islam pembentukan keluarga menyatukan antara laki-laki dan 
perempuan diawali dengan ritual yang suci yaitu kontrak perkawinan atau 
ikatan perkawinan, kontrak mensyaratkan dari masing-masing pasangan serta 
perwujudan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bersama. Seperti yang 
tercentum dalam pasal 1 UU Perkawinan No. 1 tahun 74 yang berbunyi 
“Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, 




Berdasarkan dari pengertian dan penjelasan tafsiran di atas, Perkawinan 
adalah fitrah manusia yang tidak bisa hidup sendiri melainkan memerlukan 
pendamping, seperti yang dijelaskan dalam syari‟at yaitu dengan jalan 
pernikahan.  
Lebih lanjut, untuk menjembatani tercapainya sebuah keluarga bahagia 
tentu melewati akad perkawinan yang memiliki beberapa proses untuk 
melaksanakannya. Untuk mewujudkan perkawinan yang sesuai dengan tujuan 
dari perkawinan tersebut maka undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 
telah menentukan dan menerapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan 
dalam perkawinan.  
Salah satu di antaranya adalah pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi : 
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(1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan 
kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan 
dilangsungkan. 
(2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 
(sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. 
(3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan 
sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati 
Kepala Daerah. 
Adapun penjelesan dari ayat 1,2 dan 3 pasal di atas : 
Ayat (1), cukup jelas. 
Ayat (2), cukup jelas. 
Ayat (3), apabila terdapat alasan yang sangat penting untuk segera 
melangsungkan perkawinan meskipun belum lampau 10 (sepuluh ) hari 
misalnya karena salah seorang dari calon mempelai akan segera pergi ke luar 
negeri untuk melaksanakan tugas negara maka yang demikian itu 
dimungkinkan mengajukan permohonan dispensasi.  
Pada kenyataannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota 
Dumai khususnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Sembilan, 
dispensasi Camat atas Nama Walikota untuk mempercepat perkawinan bukan 
disebabkan karena calon pengantin akan segera pergi ke luar negeri untuk 
melaksanakan tugas negara, akan tetapi dispensasi tersebut diminta untuk se 
kedar memenuhi keinginan agar dapat segera terlaksananya pernikahan 





Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan adalah masyarakat yang 
sebagian besar profesinya sebagai petani, sebagian kecil pedagang dan PNS. 
Pola hidup mereka bukan seperti orang kota yang bertempat tinggal di hiruk 
pikuknya ibu kota, dan bukan pula orang yang selalu berurusan keluar negeri.  
Namun fenomena yang terjadi dalam hal pemberitahuan perkawinan di 
KUA Sungai Sembilan, kebanyakan dari mereka setiap ingin melakukan 
perkawinan selalu meminta dispensasi camat guna mempercepat perkawinan. 
Adapun beberapa hal yang menjadi faktor terhadap hal ini yaitu dikarenakan 
ada yang beralasan karena menyesuaikan dengan tanggal perkawinan yang 
telah mereka tetapkan menurut kepercayaan adat mereka, ada yang 
disebabkan jarak tempuh yang jauh dan sulit untuk berurusan ke KUA 
kemudian mengurus dispensasi camat untuk segera melaksanakan 
perkawinan, dan ada juga dikarenakan faktor lain seperti hamil di luar 
perkawinan.  
Adapun fungsi dari peraturan pernikahan minimal setelah 10 hari sejak 
mendaftar, guna untuk mengetahui calon pengantin apakah bermasalah 
dengan perwaliannya ataukah bermasalah terhadap pribadi calon pengantin 
apakah masih lajang atau sudah pernah berkeluarga sebelumnya, dsb. yang 
tujuannya agar tidak terjadi kecurangan atau penipuan terhadap KUA. 
Walaupun demikian, pihak KUA setempat tidak mencegah dan 
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Sejalan dengan fenomena di atas, penulis terdorong untuk meneliti 
dispensasi Camat atas nama Walikota untuk mempercepat proses pernikahan 
sebelum sepuluh hari di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Sembilan 
dengan judul: “DISPENSASI CAMAT ATAS NAMA WALIKOTA 
TENTANG PEMBERITAHUAN PERKAWINAN MENURUT PP NO. 9 
TAHUN 1975 (Studi Kasus di Kecamatan Kota Dumai)” 
 
B. Batasan Masalah 
Untuk memudahkan dan lebih terarahnya hasil penelitian ini, maka 
penulis membatasi masalah kepada: “Pelaksanaan dispensasi Camat atas 
nama Walikota Dumai terhadap calon pengantin di Kecamatan Sungai 
Sembilan mengenai Pasal 3 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
1 tahun 1974 Tentang Perkawinan” 
 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pelaksanaan pemberian dispensasi oleh Camat atas nama 
Walikota bagi calon pengantin dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 
9 tahun 1975 ?   
2. Apa faktor dasar hukum Camat memberikan dispensasi nikah kepada 
calon pengantin ? 
 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui analisa mengenai Pasal 3 ayat 2 dan 3 Peraturan 




Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang 
Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Sembilan, 
Kota Dumai. 
b. Untuk mengetahui dan menganalisafaktor-faktor penyebab dari 
sebagian besar calon pengantin di KUA Kecamatan Sungai Sembilan 
meminta dispensasi Camat atas Kepala Daerah. 
c. Untuk mengetahui dan menganalisa banyaknya dispensasi nikah dari 
Camat atas Kepala Daerah guna untuk sekedar mempercepat waktu 
pernikahan sebelum 10 (sepuluh) hari. 
2. Kegunaan Penelitian  
a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum 
pada Jurusan Hukum Keluarga pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum, 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
b. Sebagai bahan kajian untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan 
penulis dalam hukum perkawinan maupun kepentingan praktis dalam 
upaya lebih memahami dispensasi nikah dari Camat Atas Kepala 
Daerah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Sembilan Kota 
Dumai.  
 
E. Metode Penelitian  
1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), 
dengan mengambil lokasi penelitian ini di Kantor Urusan Agama 




penelitian karena sebagian besar calon pengantin di lokasi tersebut 
meminta dispensasi nikah dari Camat atas Kepala Daerah. 
2. Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek dari penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama Sungai 
Sembilan dan Camat Sungai Sembilan, objek dalam penelitian ini adalah 
dispensasi nikah dari Camat atas Kepala Daerah di Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai.  
3. Populasi dan sampel 
Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi 
hasil penelitian.
8
 Oleh sebab itu populasi dalam penelitian ini adalah 
Kepala KUA serta staff, Camat serta staff, dan pasangan calon pengantin 
yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Sembilan 
yang menggunakan dispensasi nikah dari Camat atas nama Walikota 
berjumlah 6 pasang, karena  populasinya hanya sedikit maka penulis 
menjadikan seluruh  populasi menjadi sampel dalam penelitian ini, oleh 
karna itu penulis menggunakan teknik total sampling. 
4. Sumber data 
a. Data Primer 
Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 
lapangan yaitu hasil wawancara dan observasi dari calon pengantin, 
pihak yang meminta dispensasi nikah dari Camat atas Kepala Daerah 
untuk menikah sebelum sepuluh hari kerja. 
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b. Data Sekunder 
 Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari 
berbagai pihak/sumber yang dapat memberikan informasi 
pendukung dalam penulisan ini serta buku-buku, majalah, artikel dan 
kamus yang ada hubunganya dengan penelitian ini. 
5. Metode pengumpulan data 
a. Observasi, yaitu penulis turun langsung ke lokasi penelitian untuk 
mengamati keadaaan yang sebenarnya. 
b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan mengajukan 
beberapa pertanyaan dalam bentuk lisan secara langsung kepada 
Kepala Kantor Urusan Agama, dan Camat Sungai Sembilan dan 
informan yang di pandang mengetahui permasalahan tersebut, dalam 
hal ini wawancara penulis di tujukan pada pasangan calon pengantin 
yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai 
Sembilan yang menggunakan dispensasi nikah dari Camat atas 
Kepala Daerah. 
6. Metode analisis data 
Adapun metode analisa data yang penulis pakai dalam penelitian 
ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu setelah data 
terkumpul, data tersebut di klasifikasikan kedalam kategori-kategori atas 
dasar persamaan jenis dari data tersebut, kemudian data tersebut 
diuraikan, di hubungkan antara satu dengan yang lain, serta 
dibandingkan, sehingga ahirnya akan memperoleh gambaran yang utuh 




7. Metode Penulisan  
Penulisan dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu: 
a. Deskriptif, yaitu mengemukakan dan menggambarkan secara tetap 
dan apa adanya terhadap masalah yang diteliti. 
b. Deduktif, yaitu uraian yang diawali dengan menggunakan kaedah-
kaedah umum, dianalisis kemudian diambil kesimpulan secara 
khusus. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun 
sistematika penulis sebagai berikut: 
BAB I merupakan pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan  dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika 
penulisan. Adapun yang dibicarakan dalam bab ini adalah persoalan hukum 
Islam secara umum dan gambaran umum tentang pelaksanaan dispensasi 
Camat atas nama Walikota di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai. 
Gambaran umum tentang Kecamatan Sungai Sembilan akan dijelaskan pada 
bab II.  
BAB II gambaran umum penelitian, yang terdiri dari Geografis dan 
Demografis, Ekonomi, Pendidikan, Keagamaan, Sosial, dan Budaya 
masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan. Tinjauan umum tentang hukum 





BAB III membahas tinjauan umum tentang Hukum Perkawinan 
menurut Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
yang terdiri dari: Pengertian dan tujuan perkawinan, rukun dan syarat-syarat 
perkawinan, dispensasi Camat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. 
Selanjutnya mengenai pelaksanaan dispensasi Camat atas nama Walikota di 
Kecamatan Sungai Sembilan akan dibahas pada bab IV. 
BAB IV membahas tetang pelaksanaan pemberian dispensasi Camat 
atas Nama Walikota tentang pemberitahuan perkawinan di Kecamatan Sungai 
Sembilan, Kota Dumai, tinjauan PP Nomor 9 Tahun 1975, alasan yang 
menyebabkan Camat memberikan dispensasi atas Nama Walikota tentang 
pemberitahuan perkawinan. Kesimpulan dan saran akan dibahas pada bab V. 
BAB V merupakan kesimpulan dan saran. Bab ini berisi kesimpulan 
dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang diperoleh berdasarkan hasil 
penelitian serta saran-saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan. 
Selanjutnya diikuti daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam 





GAMBARAN UMUM KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN    
 
A. Geografis dan Demografis 
Kecamatan Sungai Sembilan merupakan salah satu kecamatan terluas 
di Kota Dumai dengan luas daratan 975,38 km
2. 
Letak Kecamatan Sungai 
Sembilan tepat berada di utara Kota Dumai dengan ibukota Lubuk Gaung. 
Karakteristik wilayah Kecamatan Sungai Sembilan menurut elevasi 
(ketinggian di atas permukaan laut/dpl) yaitu berada antara 0-5 m. Seluruh 
wilayah merupakan daratan dan topografinya relatif datar. Semua wilayah 
yang berbatasan langsung dengan laut atau daerah pesisir pantai.  
Berdasarkan posisi geografisnya, Sungai Sembilan memiliki batas-
batas wilayah, sebagai berikut : 
1. Sebelah utara berbatasan dengan  : Selat Rupat 
2. Sebelah selatan berbatasan dengan  : Kecamatan Dumai Barat 
3. Sebelah barat berbatasan dengan : Selat Rupat 
4. Sebelah timur berbatasan dengan : Kabupaten Rokan Hilir9 
Setelah pemekaran wilayah administrasi pemerintahan, Kecamatan 
Sungai Sembilan terdiri dari 5 kelurahan yang memanjang dari utara ke 
selatan, yaitu Bangsal Aceh, Lubuk Gaung, Tanjung Penyembal, Basilam 









  dan 415,38 km
2
.  
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Lebih lanjut, adapun jumlah penduduk Kecamatan Sungai Sembilan 
tahun 2016 berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik Kota Dumai sebesar 
31.860 jiwa dengan jumlah rumah tangga sebesar 6.662. dengan luas wilayah 
975,38 km
2
 dan jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak 31860 jiwa 
maka kepadatan penduduk Kecamatan Sungai Sembilan rata-rata 33 
jiwa/km
2. 
Artinya pada setiap kilometer persegi wilayah Kecamatan Sungai 
Sembilan dihuni oleh 33 orang penduduk. 
Pada tahun 2016 jumlah penduduk laki-laki tercatat sebanyak 16.590 
jiwa dan penduduk perempjuan sebanyak 15.270 jiwa. Penduduk jenis 
kelamin perempuan lebih sedikit daripada penduduk jenis kelamin laki-laki. 
Selisihnya sebanyak 1.320 jiwa sedangkan rasio jenis kelamin laki-laki 
108,64. Rasio jenis kelamin laki-laki terhadap perempuan di Kecamatan 
Sungai Sembilan adalah 108,64 yang berarti terdapat 109 jiwa penduduk laki-

















 (1) (2) (3) (4) 
01 Bangsal Aceh 2.348 2.161 108,65 
02 Lubuk Gaung 4.942 4.549 108,64 
03 Basilam Baru 4.453 4.098 108,66 
04 Batu Tritip 1.205 1.110 108,56 
05 Tanjung Penyembal 3.642 3.352 108,65 
 Jumlah/Total  16. 590 15.270 108,64 
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Adapun data penduduk menurut kewarganegaraan dan jenis kelamin 
di kecamatan sungai sembilan  2016. 
Tabel. 2.2 









L P L P 
 (1) (2) (3) (4) (5) 
01 Bangsal Aceh 2.348 2.161 0 0 
02 Lubuk Gaung 4.942 4.549 0 0 
03 Basilam Baru 4.453 4.098 0 0 
04 Batu Tritip 1.205 1.110 0 0 
05 Tanjung Penyembal 3.642 3.352 0 0 
 Jumlah/Total  16. 590 15.270 0 0 
 
Kemudian, data jumlah rumah tangga di Kecamatan Sungai Sembilan 










 (1) (2) 
01 Bangsal Aceh 955 
02 Lubuk Gaung 2.023 
03 Basilam Baru 1.736 
04 Batu Tritip 432 
05 Tanjung Penyembal 1.506 
 Jumlah/Total  6.662 
Sumber : BPS Kota Dumai (2017).  
 
B. Ekonomi dan Mata Pencaharian 
Adapun perekonomian dan mata pencaharian di Kecamatan Sungai 
Sembilan sangat beragam. Hal tersebut dapat dilihat dari Pertanian dan 
peternakan, perindustrian, perdagangan, pariwisata, transportasi dan harga. 
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Setelah pemekaran wilayah 2001 dari Kecamatan Bukit Kapur, kini 
Kecamatan Sungai Sembilan merupakan daerah pertanian terbesar di Dumai. 
Sebagian besar pekerjaan dari masyarakat adalah dibidang pertanian di 
antaranya di bidang tanaman pangan perkebunan peternakan dan perikanan. 
Informasi subsektor perikanann tangkap di Kecamatan Sungai 
Sembilan sangat minim walaupun sebagian besar wilayah kecamatan dibatasi 
oleh Selat Rupat. Secara umum penduduk yang melakukan aktivitas pada 
subsektor perikanan dan kelautan hanya bermukim di tepi pantai.
12
 
Sedangkan subsektor peternakan hingga akhir tahun 2016 masih 
terdapat populasi ternak besar kecil dan unggas seperti sapi, kambing, domba, 
ayam buras, ayam ras, dan itik. Data populasi jenis ternak di atas disajikan ke 
dalam tabel menurut klasifikasi sebagai berikut: 
a. Jumlah ternak besar meliputi sapi serta kerbau (Tabel. 4) 
b. Ternak kecil meliputi kambing, domba, serta babi (Tabel. 5) 
c. Ternak unggas meliputi ayam buras ayam ras serta itik (Tabel. 6) 
Tabel. 2.4 
Jumlah ternak menurut jenisnya. 
 
Tahun Sapi Kerbau 
 (1) (2) 
2012 0 0 
2013 71 0 
2014 760 0 
2015 818 0 
2016 1.595 0 
Sumber : BPS Kota Dumai (2017).  
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Jumlah ternak kambing, domba dan babi. 
 
Tahun  Kambing Domba Babi 
 (1) (2) (3) 
2012 0 0 0 
2013 34 0 0 
2014 1.128 0 39 
2015 1.192 0 94 
2016 2.357 422 117 
Sumber : BPS Kota Dumai (2017).  
Tabel. 2.6 










 (1) (2) (3) 
2012 3.329 19.114 1.313 
2013 2.325 1.114 749 
2014 8.40 11.000 1.082 
2015 8.667 8.028 936 
2016 2.343 7.514 1.089 
Sumber : BPS Kota Dumai (2017).  
Sedangkan untuk industri, di Kecamatan Sungai Sembilan pada tahun 
2016 terdapat 9 unit jumlah industri besar, yang disajikan pada tabel 1.7. 
Tabel. 2.7 
Jumlah usaha industri besar. 
 
 











(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Besar 5 5 5 5 9 
Sumber : BPS Kota Dumai (2017).  
Kemudian untuk sektor perdagangan, di Kecamatan Sungai Sembilan 
terdapat pasara tradisional dan swalayan di kelurahan lubuk gaung yang 
masuk dalam kategori pasar modern. Keseluruhan pasar di kecamatan sungai 




Lebih lanjut, salah satu penunjang perekonomian di Kecamatan 
Sungai Sembilan dalam bidang transportasi serta kemudahan aksesnya masih 
minim. Kondisi demografi yang sebagian besar wilayah di tepi pantai dan 
rawa, hanya sebagian kelurahan yang memiliki jalan beraspal. Jalur laut 
merupakan alternatif yang dilakukan ketika musim hujan tiba.
13
 
Walau demikian, sarana penunjang transportasi berupa jembatan juga 
telah tersedia pada setiap jalur sungai yang melintasi wilayah ini.   
 
C.   Pendidikan 
Jenjang pendidikan di Indonesia terdiri atas 1) pendidikan formal, 2) 
pendidikan non formal, 3) pendidikan informal yang ketiganya dapat saling 
melengkapi dan memperkaya.  
Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar pendidikan 
menengah dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan yang diajarkan mencakup 
pendidikan umum kejuruan akademik profesi vokasi keagamaan dan khusus. 
a.  Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah 
(MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah Menengah Pertama 
(SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.  
b. Pendidikan Menengah  berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), 
Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan 
Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat. 
c. Pendidikan Tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan 
menengah yang mencakup program pendidikan diploma sarjana magister 
                                                             
13




spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. 




Fasilitas pendidikan di Kecamatan Sungai Sembilan pada tahun 2016 
berupa Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA) sejumlah 7 unit 
pendidikan dasar tercatat sebanyak 18 unit Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah 
Ibtidaiyah (MI). Untuk pendidikan menengah pertama yang meliputi sekolah 
menengah pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kecamatan 
Sungai Sembilan tahun 2016 terdapat 4 unit. Sedangkan jenjang pendidikan 
menengah atas seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah 
Aliyah (MA) baik negeri maupun swasta pada tahun 2016 di Kecamatan 





Penduduk Kecamatan Sungai Sembilan sangat heterogen namun 
kerukunan hidup beragama nampaknya sangat terjaga dengan baik sehingga 
hubungan antar umat beragama terjalin mesra. Hal ini terlihat dari tumbuhnya 
fasilitas peribadatan bagi semua pemeluk agama yang ada sebagaimana 
terlihat pada tabel.  
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Jumlah rumah ibadah di Kecamatan Sungai Sembilan 
No Kelurahan Masjid Mushola Gereja Pura Vihara 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
01 Bangsal Aceh 6 3 - - - 
02 Lubuk Gaung 6 14 1 - 2 
03 Basilam Baru 14 9 6 - - 
04 Batu Tritip 3 4 - - - 
05 Tanjung Penyembal 5 12 2 - - 
 Jumlah/Total  34 42 9 0 2 
Sumber : BPS Kota Dumai (2017). 
Data jumlah rumah ibadah di atas menjukkan kehidupan beragama di 






KETENTUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN 
 
A. Pengertian Perkawinan 
1. Menurut Bahasa (etimologi) 
Ta‟rif perkawinan/pernikahan ialah akad yang menghalalkan 
pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong 
antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.  
Perkawinan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama 
dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan 
saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan 
rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu 
jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan 
perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan 
antara satu dengan yang lainnya.
 16
 
Sebenarnya pertalian perkawinan adalah pertalian yang seteguh-
teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami 
isteri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga, dari baiknya 
pergaulan antara si isteri dengan suaminya. Kasih mengasihi, akan 
berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga, dari kedua belah 
pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-
tolongan sesamanya dalam mejalankan kebaikan dan mencegah segala 
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kejahatan. Selain itu, dengan perkawinan tersebut seseorang akan 
terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.
17
 
2. Menurut Istilah (terminologi) 
Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia, Perkawinan 
oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan.  Dan perkawinan 
yang dalam istilah agama disebut dengan‟‟ Nikah‟‟ ialah :”Melakukan 
suatu aqad atau suatu perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang 
laki-laki-dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara 
kedua belah pihak , dengan dasar suka rela dan keridho‟an kedua belah 
pihak untuk mewujdkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi 




Perjanjian disini bukan sembarangan perjanjian seperti perjajian 
jual-beli atau sewa menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah 
merupakan pejanjian suci untuk membentuk keluarga antara seoarang 
laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya 
dari suatu perkawinan  
Dalam Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan 
ialah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami isteri dengan tjuan membentuk keluarga(rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.
19
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Menurut Syara‟ hakekat nikah ialah: “Akad antara calon laki-laki 
dan perempuan untuk membolehkan keduanya untuk bergaul sebagai 
suami istri”. 
Sedangkan hukum Islam, memberikan pengertian perkawinan yang 
dalam bahasa Islam disebut pernikahan dengan dua pandangan yaitu 
yang secara luas maupun yang secara sempit. Pernikahan secara luas 
sebagai alat pemenuhan kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan 
benar. Secara sempit, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau 




3. Landasan Hukum Perkawinan  
a. Al-Qur’an 
Adapun beberapa hukum perkawinan berasal dari beberapa 
perspektif atau beberapa sumber, yaitu Al-Qur‟an, hadits nabi, dan 
undang-undang sebagai berikut :   
Firman Allah SWT 
  …                    
     … 
Aratinya:  “….Maka Kawinilah perempuan-perempuan yang kamu 
sukai, dua, tiga dan empat, tetapi kalau kamu kuatir tidak 
dapat berlaku adil (antara perempuan-perempuan itu), 
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Firman Allah SWT. 
                   ….    
Artinya:  “Dan kawinilah orang-orang yang sendirian (janda) di 
antara kamu dan hamba sahaya laki-laki dan perempuan 




b. Hadits Rasulullah Saw. 
Adapun dasar hukum dan tujuan pernikahan  yang terdapat 
dalam hadist Rasulallah adalah: pertama, untuk mendudukkan 
pandangan mata dan menjaga kehormatan diri. Hal ini tergambar 
dalam hadist nabi berikut : 
 ل  قا   ش  م  ع   ل  ا ا  ن  ث   د ح   ب  أ  نا  ث   د ح   ث  يا  ن غ  ب   ص  ف  ح   ن  ب   مر  ا ع  ن  ث  د ح  
 لى  ع   د  و  س  ال  و   ة  م  ق  ل  ع   ع  م   ت  ل  خ  د   ل  ق   د  ي  ز  ن ي  ن ب  ح   الر   د  ب  ن ع  ع   ة  ار  م   ع  ن  ث  د ح  
َ   ا ل  اب  ب  ش   م  ل  س  و   ه  ي  ل  الل ع  ى  للب  الن  ع  ام  ن ك    الل  د  ب  ع   ال  ق  ف   الل   د  ب  ع   ا ئ  ي  ش   د   
 اع  ط  ت  اس   ن  م   ب  با  الش  ر  ش  ع  م   يا  الل عليه وسلم ى الل للل  و س  ا ر  ن  ل   ال  ق  ف  
 ع  ط  ت  س  ي   ل    ن  م  و   ج  ر  ف  ل  ل   ن  ص  ح  أ و   ر  ص  ب  ل  ل   ض  غ  أ  ه  ن إ  ف   ,جو  ز  ت  ي  ل  ف   ة  اء  الب   م  ك ن  م  
 اء  ج  و   ه  ل   ه  ن إ  ف   م  و  الص  ب   ه  ي  ل  ع  ف  
Artinya:  Telah menceritakan  kepada Amru bin Hafsh bin Ghiyats 
telah menceritakan kepada bapakku telah menceritakan 
kepada kami  Al A‟masy ia berkata: telah menceritakan 
kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia 
berkata: Aku, Al Qamah dan Al Aswad pernah menemui 
Abdullah, lalu iapun berkata: pada waktu muda dulu, 
kami pernah berada bersama Nabi shallallah a‟laihi 
wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatupun, maka 
Rasulallah Saw bersabda kepada kami “Wahai para 
pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai 
kemampuan, maka hendaknya ia menikah. Karena 
menikah itu bisa membahagiakan dan meredam nafsu. 
Dan barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, 
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Dalam hadits lain dinyatakan: 
Tujuan dan dasar hikum pernikahan yang kedua adalah untuk 
mendapatkan pertolongan dari Allah, hal ini tergambar dalam hadist 
nabi sebagai berikut : 
ُ  ب  أ  ن  ع    ى الل  ل  ع   ق  ح   ة  ث  ل  الل عليه وسلم: ث  ى الل للل  و س  ر   ال  ق   ة  ر  ي  ر   
ي ذ  ال   ح  ا ك  الن و   داء  ال  يد  ر  ي ي  ذ  ال   ب  ا ت  ك  م  ال و   الل   ل  ي  ب   س  ف   د  ااُمل  ا    مه  ن  و  ع  
 اف  ف  الع   ريد  ي  
Artinya:   Dari Abu Hurairah Ra, bahwa Rasulallah SAW bersabda, 
ada tiga orang yang berhak mendapatkan  pertolongan 
Allah. Orang yang berjalan di jalan Allah, hamaba 
sahaya yang berniat akan menebus dirinya dan orang 





Oleh karena itu dengan melakukan perkawinan maka sudah 
menjalankan sunnah Rasulallah  (sunnatullah). Hal ini tergambar 
dalam hadist nabi yang berbunyi : 
رضي الل عنه  ك  ا ل  م   ن  اب   س  ن  أ  ع  س    ه  ن أ  يل  و  د الط  ي  ح    لد  ب  ع  بن  د  ي  ن ح  ع  
ن ع   ب  غ  ن ر  م   و  ت  ن س   اح  ك  رسو ل الل لل الل عليه وسلم : الن  اء  ج  ف   ول  ق  ي  
                                                              ّن  م   س  ي  ل   ف  ت  ن س  
Artinya:  Dari Humaid Bin Abdul Humaid Ath Thawil bahwa ia 
mendengar Anas Bin Malik berkata: bahwa Rasulallah 
Saw bersabda: perkawinan adalah sunnahku barang siapa 
yang benci pada sunnahku maka ia bukanlah umatku. 
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Pernikahan adalah salah satu perintah agama kepada orang 
yang telah sanggup untuk segera melaksanakannya. Karena dengan 
pernikahan dapat mengurangi maksiat dan memelihara diri dari 
perbuatan zina. 
c. Undang-undang  
1. Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 
2. Peraturan Pemerintah No. 9, tahun 1975 
3. Kompilasi Hukum Islam 
4. Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun  2009, Tentang Pencatatan 
nikah.  
4. Hukum Perkawinan 
Pada dasarnya hukum perkawinan itu adalah boleh (Mubah), 
tetapi hukum itu dapat berubah menjadi lima hukum (Ahkamul 
Khamsah), sesuai dengan keadaan; yaitu: 
a.  Wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan 
menambah takwa dan dikhawatirkan akan berbuat zina. Karena 
menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram adalah 
wajib. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksanan kecuali dengan 
kawin. 
b.  Haram, Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya 
tidak mampu melaksanakan  hidup berumah tangga, melaksanakan 
kewajiban lahir seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal dan 




c.  Sunnah, Nikah disunahkan bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia 
masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam 
hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang, karena 
membujang tidak diajarkan oleh Islam. 
d.  Mubah, Nikah dibolehkan bagi orang yang tidak ada halangan untuk 
kawin dan dorongan untuk nikahpun belum membahayakan dirinya, 
ia belum wajib kawin dan tidak haram bila tidak kawinan.
26
   
5. Tujuan Perkawinan 
d. Menurut Hukum Islam 
 Tujuan perkawinan dalam islam adalah; untuk memenuhi 
tuntutan hajad tabi‟at kemanusiaan, berhubungan antaara laki-laki 
dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang 
bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh 
keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-
ketentuan yang telah diatur oleh syara‟ dan mendapatkan ketenangan 
hidup bersama suami isteri.
27
 
 Secara rinci, tujuan dan hikmah perkawinan di atas dapat 
diperinci sebagai berikut: 
1) Untuk mewujudkan suatu keluuarga yang bahagia dengan dasar 
cinta kasih. Seperti yang dijelaskan dalam Surat al-Ruum ayat 
21: 
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                  
                  
     
Artinya;  Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia 
mencilltakan untukmu  istri-istri dari jenismu sendiri, 
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa 
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian 
itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 




2)  Untuk memperoleh keturunan yang sah,
29
 seperti yang 
dijelaskan dalam Surah An-Nisa‟ ayat 1: 
                  
                     
                     
Artinya:  Hai sekialian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-
mu yang telah mewnciptakan kamu dari diri yang 
satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; 
dan daripada keduanya Allah memperkembang-
biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan 
bertakwalah kepada Allah yang dengan 
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta 
satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 
silaturrahim, sesunguhnya Allah selalu menjaga dan 




M. Talib merumuskan tujuan perkawinan dalam Islam 
sebagai berikut: 
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a.  Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan 
menyambung cita-cita, membentuk keluarga, yang terdiri dari 
keluarga-keluarga itu berbentuki umat, yakni umat Islam. 
b.  Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh 
Allah SWT. 
c.  Menimbulkan rasa cinta antara suami-istri, maksudnya keduanya 
saling menyayangi, menimbulkan rasa kasih sayang antara kedua 
orang tua dengan anak-anaknya dn kasih sayang antara sesama 
anggota keluarga. Cinta kasih sayang dalam keluarga ini akan 
dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga 
terbentuklah umat yang diliputi cinta dn kasih sayang. 
d. Untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Karena beliau 
mencela orang-orang yang berjanji untuk berpuasa setiap hati, 
akan bangun dan beribadah setiap malam dan tidak kawin 
selama-lamanya. 
e.  Untuk mermbersihikan keturunan. Keturunan yang bersih ialah 
yang jelas ayahnya, kakeknya dan sebagainya. Hal ini hanya 
diperoleh dengan jalan perkawinan. Dengan demikian akan jelas 
pula yang bertanggungjawab terhadap anak-anak, yang akan 
memelihara dan mendidiknya, sehingga menjadilah ia seorang 
muslim yang saleh. Karena agama Islam mengharamkan ina, dan 
tidak membolehkan poliandri(seorang wanita bersuami lebih dari 








 Sedangkan Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa: Tujuan 
perkawinan mewnurut Islam Adalah untuk membentuk suatu 
keluarga yang bahagia dan harmonis. Suatu keluarga yang hidup 
tenang, yang bahagia, rukun dan damai serta diliputi oleh rasa kasih 




b.  Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 
 Mengenai tujuan perkawinan menurut Undang-undang nomor 
1 tahun 1974, kita masih berpegang pada rumusan pasal 1, yaitu; 
”Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan 
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan yang Maha Esa”.
33
 
 Rumusan tersebut mengandung harapan bahwa dengan 
melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan baik 
materil maupun spiritual. Kebahagian yang dicapai bukanlah 
kebahagiaan yang bersifat sementara saja, akan tetapi kebahagiaan 
yang kekal, yang hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu 
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pasangan tersebut. Dengan dasar pandangan ini, maka perumus 
undang-undang memberikan pembatasan yang ketat terhadap 
pemutusan perkawinan selian dari kematian.
34
 
 Kemudian, pada pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang 
Perkawinan, berbunyi : 
(1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan 
membeeritahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di 
tempat perkawinan akan dilangsungkan. 
(2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-
kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan 
dilangsungkan. 
(3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) 
disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat 
atas nama Bupati Kepala Daerah.
35
 
Adapun penjelesan dari ayat 1, 2 dan 3 pasal di atas : 
Ayat (1), cukup jelas. 
Ayat (2), cukup jelas. 
Ayat (3), apabila terdapat alasan yang sangat penting untuk segera 
melangsungkan perkawinan meskipun belum lampau 10 (sepuluh ) 
hari misalnya karena salah seorang dari calon mempelai akan segera 








pergi ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara maka yang 
demikian itu dimungkinkan mengajukan permohonan dispensasi.
 36
 
 Oleh karena itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan 
perkawinan di jelaskan pada pasal 3, yaitu: “Perkawinan bertujuan 




 Tujuan Perkawinan secara Hukum Islam dan Undang-undang 
dapat kita simpulkan sebagai berikut; 
1.  Untuk membentuk keluarga 
2.  Untuk melanjutkan keturunan 
3.  Untuk membersihkan keturunan  
4.  Untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang Allah SWT. 
5.  Untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. 
6.  Untuk menciptakan keluarga bahagia, sakinah, mawaddah dan 
rahmah berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.
38
 
6.  Rukun dan Syarat Perkawinan 
Rukun nikah Ada 5 yaitu: 
1. Mempelai laki-laki 
2. Mempelai perempuan 
3. Wali 
4. Dua Orang saksi 
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5. Sighat Ijab Qabul.
39
 
  Semua rukun diatas wajib lengkap pada saat ijab qabul, 
yaitu antara yang mengakadkan dengan yang menerima akad.
40
 
  Syarat perkawinan yang bertalian dengan rukun-rukun 
perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali saksi dan 
ijab dan qabul. 
a. Syarat mempelai laki-laki 
 1. bukan mahram dari calon istri 
 2. tidak terpaksa, atas kemauan sendiri 
 3. orangnya tertentu, jelas orangnya 
 4. Tidak sedang menjalankan ihram haji 
b. Syarat mempelai wanita 
1. Tidak ada halangan sya‟i, yaitu: tidak bersuami, mahram, tidak 
sedang iddah. 
2. Merdeka, atas kemauan sendiri. 
3. Jelas orangnya. 
4. Tidak sedang berihram haji.
41
  
c. Syarat Wali 
Dalam Bidayatul Mujtahid dijelaskan bahwa syarat wali 
menurut fuqaha adalah; Islam, Dewasa, dan lelaki.
42
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 Sedangkan menurut Alhamdani, syarat wali adalah: laki-




d. Syarat Saksi 
1. Laki-laki 
2. Baligh 
3. Waras Akalnya 
4. Adil 
5. Dapat mendengar dan melihat 
6. bebas, tidak dipaksa 
7. tidak sedang mengerjakan Ihram haji 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Dari pemaparan yang terdapat pada bab sebelumnya, maka penulis 
dapat menyimpulkan sebagai berikut :   
1. Pelakasnaan dispensasi camat di Kecamatan Sungai Sembilan memiliki 
tahapan-tahapan. adapun prosedur yang terdapat dalam pencatatan 
perkawinan yaitu, Sebelum mengajukan dispensasi ke Kantor Camat, 
calon pengantin terlebih dahulu melewati prosedur-prosedur dari KUA.. 
Pada BAB III pasal 5  ayat 2 di jelaskan bahwa: “Pemberitahuan 
kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir 
pembertitahuan (N7) dan menyertakan syarat-syarat lainnya. Kemudian 
untuk melakukan dispensasi di Kantor Camat harus memiliki surat 
pengantar yang dikeluarkan oleh KUA terlebih dahulu.  Sesampainya 
catin di Kantor Camat kemudian menuju ruangan bagian Kesejahteraan 
Sosial hingga dilayani oleh staff dan dimintai identitas diri serta berkas-
berkas yang dilampirkan. Kemudian berkas catin diperiksa seadanya oleh 
staff, kemudian staff meminta tanda tangan kepada Camat yang 
bersangkutan, tanda tangan camat dapat beralih menjadi tanda tangan 
sekretaris camat atas nama camat. Surat rekomendasi permohonan 
dispensasi dari camat ini dikeluarkan dengan waktu yang singkat dan 
mudah. Dalam pemeriksaannya tidak menanyakan tentang PP. No. 9 




1975 Ayat (3), apabila terdapat alasan yang sangat penting untuk segera 
melangsungkan perkawinan meskipun belum lampau 10 (sepuluh) hari 
misalnya karena salah seorang dari calon mempelai akan segera pergi ke 
luar negeri untuk melaksanakan tugas negara maka yang demikian itu 
dimungkinkan mengajukan permohonan dispensasi. Alasan penting 
tertulis dalam pasal bukan untuk alasan-alasan seperti tertera pada bab 
sebelumnya salah satunya seperti menentukan tanggal baik/primbon, 
telah hamil duluan sebelum nikah, sudah terlanjur menentukan tanggal 
pernikahan dll.  
2. Alasan kecamatan memberikan dispensai kepada catin yang datang atau 
yang mewakili, karena kecamatan beranggapan secara keseluruhan calon 
pengantin telah diperiksa oleh Kantor Urusan Agama sebelum mereka 
menerima surat pengantar dari KUA tersebut. Padahal sebenarnya camat 
memiliki wewenang penuh memeriksa agar dispensasi camat bisa 
dikeluarkan atau digagalkan sesuai pasal yang berlaku. Dari hasil 
penelitian yang penulis lakukan di KUA Kecamaatan Sungai Sembilan 
terlihat bahwa pihak kecamatan tidak menguasai regulasi tentang PP. No. 
9 tahun 1975. 
 
B. Saran  
1. Kantor Camat Sungai Sembilan merupakan salah satu tempat yang 
berpengaruh terhadap masyarakat sungai sembilan. Berdasarkan PP.No. 9 
tahun 1975, seharusnya pihak kecamatan sangat berhak menetapkan 




mengajukan dispensasi. Terlebih lagi dari segi pemeriksaan alasan 
pengantin melakukan pernikahan di luar prosedur sepuluh hari kerja 
setelah pendaftaran. 
2. Kemudian pihak kecamatan diharapkan memahami betul PP. No. 9 tahun 
1975 ini, karena hal ini merupakan persoalan yang sangat berdampak 
terhadap kemaslahatan calon pengantin kedepannya dan kemaslahatan 
KUA sebagai badan yang melaksanakan administrasi pernikahan 
pengantin. 
3. Lebih lanjut, pihak kecamatan berhak sepenuhnya terhadap dispensasi 
camat untuk dikeluarkan atau digagalkan karena alasan yang tidak sesuai 
regulasi hukum. Disamping itu bukan hanya persoalan mengeluarkan atau 
menggagalkan keluarnya surat dispensasi, namun juga persoalan 
penandatanganan yang seharusnya dilakukan oleh camat atas nama kepala 
daerah bukan tanda tangan sekretaris camat atas nama camat.   Regulasi 
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